
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

PE:RAI URAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 22 TAHUN 2009 

T[NTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN Pt:NOAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA E:SA 

BUPATI BANYUMAS. 

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sosuol dengan 
asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran 
antar unit organlsasl. anlara kegIatan dan antar jenls belanJa. keadaan 
yang menyebabkan sisa lebih rdl!un anggaran sebelurnnya harus 
di9unakan untuk pernbiayaaan delam tahun an9garan berialan, rnaka 
pertu diadakan Perubahan APBD !ahun anggaran 2009; 

Mengingat 

b bahwa sehubungan dengan hal tersebul pacta huruf a, Perubahan APBD 
lclhun anggaran 2009 perlu ditetapkan den9an peraturan daero.h ; 

1. Undan9-undan9 Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentu~an Oaerah
Oaerah l<abupaten dalam Llngkungan PropInsI Jawa Tengah : 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3312) sebagalmana tetah dlubah dengan Undan!,1-Und,my Nomor 
12 Tahun 1994 tentang perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pa;ak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repuollk 
Indonesia Nomor 3569): 

3. Undong-undang Nomor 18 Tahun 1997 tantang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lemb:-1ran Negara Hepubt1k Indonesia Tahun ·t 997 
Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undan9-Undeng Nornor 34 Tahun 2000 
1entan9 Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah (t embaran Negara Kepubtik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik lndo11eisia Nomor 4Qt.8); 

4 . Undang-undan9 Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perotehan Hak Atas 
Tanah dan Bang11n:-1n (I embaran Negara Republik lnoonesia Tanun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik l11donesia No<nor 3688), 
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5. Undang-undang Non-Ior 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Berslh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851}; 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor4286); 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4'100); 

10.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4421); 

11. Undang.-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantJ Undang-Undang 
Nomor 3 ·Iahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembara11 Negara Republ1k Indonesia Nornor 4548); 

12.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republii< Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4593): 

1'1 .Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraluran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ten Lang RetlilJusi Oaerall 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
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16. Pera tu ran Pemerinlah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhlr dengan Peraluran 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 lentang Kedudukan 
Protokoler dan Ke11angan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

17. Pe·aturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Bedan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 temang Standar Akunlansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republlk lndom~sia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4574); 

20_ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21 .Peraturan Pemerinlah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republrk Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 
4576), 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lernbanin 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4577); 

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25.Peratumn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Klnerja lnstansi Pemarlntah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614): 

26.Perdlurari Pemeiinlah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organlsasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 
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Mene1apkan 

27. Pera1uran Daerah Kabupalen Banyumas Nomor -5 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pcndapalon dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 
Anogaran 2009 (I emharan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 
Nomor 1 Seri .A.), 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 6 Tal1un :.m09 lentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerc:1h (Lernbaran Daerah Kabupalen 
Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Son E); 

29. Peraiuran Daerah Kabuparen Banyumas Nornor 7 Tahun 2009 Tentang 
Rencana Pen1bangunan Jangka PenJang Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 4 
Seri E). 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2009 Tentang 
PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Ang9aran 2006 (lembaran Daerall Kabupaten Banyumas 
Nomor 2 Seri A) 

Dengan 1-'ersetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

dan 

BUPATl BANYUMAS 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BElANJA 0/\ERAH TAHUr-1 
ANGGARAN 2009. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah Tahun An99aran 2009 semula berjum ah 
Rp 1. ·, 12. 315.891 .905 ,/2 bertambah/berkurang seJumlah Rp 43. 729.422. 772 ,65 sehingsia 

• menjadl Rp 1 155.045.314.678,37 dengan rincian sebagal berikut: 

1. Pendapatan 
a. Semula 
b. Beriambah/ (berkurang) 

Jumlah Pendapatan setelah 
Perubahan 

2. Belanja 

a. Semula 
b Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja seteiah perubahan 

Surolus/ (Defisit) setelah 
perubahan 

Rp 994.245.891.905,72 
Rp 36.209.868.136,28 

Rp 

Rp 1 112.315.891 .905,72 

Rp 43.729.422.772.65 

Rp 

Rp 

4 

1.030.455,760.042,00 

1.156 045 31-4 678.37 

(125.569.554.636,37) 
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3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp 125.400.000.000,00 
Rp 15.019.554.636,37 2) Bertamoah/ (berkurang) 

Jumlah Penerimaan setelah 
perubahan Rp 140.419.554 636,37 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp 7.330.000.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 7.500.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 14.830.000.000,00 -'--- --- --~ 
Jumlah pembiayaan ne10 setelah perubahan Rp 125.589.554.635,37 - '---- ----.,:....,,,~ 
Sisa Leb1h Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagalmana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asll Daerah 
1) Semula Rp 101.413.857.712,95 
2) Bertamba'1/ (berkurang) Rp 27.850.275.316,05 

Jumlah Pendapatan Asll Daerah setelah perubahan Rp 129.284.133.029,00 

b. Dana Pi::ri1 nbangan 
1) Semula Rp 822.443.224.692,77 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 3.430.592.820,23 
Jumlah Dana Perlrnbangan seteh:1h perubahan Rp 825.873.817.413,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
1) Semula Rp 70.388.809.600,00 
2) Bertambah/ (berkurang) _R...!P;...__4_._92....:9_.o_o_o_.o_o....:o,....:o_o _ 

Jumlah lain-lain penoapatari daerah 
yang sah sctclah perubahan Rp 75 317.809.600,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdin dari jenis 
pendapatan : 
a. Pajak Daerah 

1) Semula Rp 18.755.000.000.00 
2) Bertambah/ (berkurang) _R__,_P __ 5_·s-'-O-'-.O_OO_.O_O_O.c.....O~O-

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 19.335.000.000,0C 

b. Rctnbusi Daerah 
1) Semula Rp 66.122.256.690,00 
2) Ber1a,1bah/ (berkurang) Rp 15.546.318.980,00 

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 81 6B8_575.670.00 

5 
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipis::ihkan 
1} Semula Rp 5.625.043.940,00 
2) 8ert;1mbah/ (berkurang) Rp (31.076.827,00) 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan setelah perubanan Rµ 5.593.967 11 3,00 

d Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
1) Semula Rp 10.911.557 082,95 
2) Bertambah/ [berkurang) Rp 11. 755.033. 163,05 
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
setelah porubahan Rp 22.666.590.246,00 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdlri dari jenis 
pendapatan : 
a Dana Bagi Hasil 

1) Semula Rp 49.652.344,592,77 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 3.442.050.820,23 
Jumlah dana bagi hasil selelah perubahan Rp 53.094.395.413 00 

b. Dana Alokasi Umum 
1) Semula Hp 735.160.880.000.00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp (10.458.000,00) 
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp 735.150.422.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus 
1) semula Rp 37.630.000.000,oo 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1 .000.000,00) 
Jumlah dana alokasl khusus setelah Perubahan Rp 37 629.000.000,00 

(4) La,n-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf c terdiri 
dari jenis pendapatan : 
a. Hibah 

1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/ {berkurang) -'R_,p ______ --'0c..c,0""0'--
J11mlah 1-'endapatan hibah setelah perubahan Rp 0,00 

b. Dana Darurat 
1) Semula Rp 0,00 
21 Bertarnbdh/ (berkurang) :..:Rc.p _____ --=o'-'-,o~o'--
Jumlan Dana darurat setelah perubahan Rp 0,00 

c. Dana Bagi Has1l Pajak 
1) Semula Rp 40.384.959.000,00 
2) Bertambr1h/ (herkurang) ...:R~p.__ _____ _,o:'..J.,ooe=_ 
Jumlah Dana Bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 40.384.959.000,00 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1) semula Rp 13.573.250.600,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 4 .929.000.000,00 
Jumlah Dana Penyesuaian dan n·onomi khusus 
setelah perubahan Rp 18.502.250 600,00 

e. Bantuan keuangan dari Prov•nsi ::ita11 dan pemenntah daerah lalnnya : 
1) Semula Rp 16.430 600.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 ,00 
Jumlah Bantuan keuangan dari Provins1 atau dari 
pemerintah daerah lainnya sete'ah perubahan Rp 16.430.600.llOO,OO 
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Pasal3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pas al 1 terdiri dari : 

a, Belanja Tldak Langsung 
1) Semula Rp 718.120.031 .085,72 
2) Bertambahl (berkurang) Rp 61 .715.566.650,61 
Jurnlal1 Bela11ja lidak langsu119 1,elelah pe1ubahcsr1 Rp 779.835.597 736,33 

b Belanja Langsung 
1) Semula Rp 394.195.860.820,00 
2) Bertambah/ (berl<urang) Rp (17.986.143.877,96} 
Jumlah Belanja langsung setelah perubahan Rp 376.209.716.942.04 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
belanja · 

o Bolanja pegawal 
1) SemJla Rp 633 495 612 108.07 
2) 8e1tambah/ {be1kurang) Rp 27.548,388.050,43 
Jumlah Belonja pcgawai setclah perubahan Rp 661 .044.010.158.50 

b Belanja bunga 
i ) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/ (berkuraog) _R_.p ______ 0..c,o...,o_ 
Jumtah Belanja bunga setelah perubahan Rp 0.00 

c. Belanja subsidi 
1) Semula Rp 0 ,00 
2) Bertambahl (berkurang) -'-R+p ______ 0-'-,00=-_ 
Jumlah Belanja subsidi setalah parubahan Rp 0,00 

d. Belanja hlbah 
1) Semula Rp 823.000.000,00 
2) Bertambahl (berkurang) -'-R=p-=21""'.=53""6~··0~0 .... u~.o .... uo= . ..,oo"-
Jumlah Behmja hibah :;el1:!lal1 pe1ubahc111 Rp 22.359,000.000,00 

e Belanja bantuan sosial 
1) Se1nula Rp 34.012.991.476,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 10.203.725.000,00 
Jumlah Belania bantuan sosial setelah perubahan Rp 44,216 Y-<6 476,00 

f. Belanja bantuan keuangan 
1) Semula Rp 47 423 000 000,00 
2) Berlc1mboh/ (berkurang) Rp 293.661 .000,00 
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 47.716.661 .000,00 

g. BelanJa lldak ternuga 
1) Semula Rp 2.365 ... 17 501 65 
2} Bertambah/ (berkurang) Rp 2.133.79260018 
Jumlah Belanja 1idak terduga setelah perubahan Rp 4.499.210.101.83 
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(3} Belanja Langsung sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf (b) terdlri darijenls belanJa : 
a. Belanja pegewai 

1) Semula Rp 48.518.895.866,00 
2} Bertambah/ (berkurang) RP 8.987.289.042.00 
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp 57.506.184.908,00 

b. tlelanJa oarang dan jasa 
1) Semula Rp 16i .668.060.614,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 1.438.004.874, 76 
Jumlah BelanJa barang dan Jasa setelah perubahan Rp 153 106.065.488,75 

c. Belanja modal 
1) Semula Rp 184.008.904.340,00 
2) 8ertambah/ {be1kunmg) Rp (28.411.437.794,71) 
Jumloh Bclanja modal setelah perubehan Rp 155.597.466.545,29 

Pasal4 

( 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdlri da ri · 
a Penerimaan 

i ) Semula 
2) Bertambah/ {berkurang) 
Jumlah Penerimaan pemblayaan 

b Pengeluaran 

Rp 125.400.000.000,00 
Rp 15.019554636,37 

setelah perubahan Rp 

1) Semula Rp 7.33□.ooo.ooo.oo 
2) Bertambahl {berkurang) Rp 7.500.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 

140.419.554.636.37 

14.830. 000.000, 00 

(2) Penerlmaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) terdiri dari jenls pembiayaan · 
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah : 

1) Semula Rp 125.000.000.000.00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 7.214.005.630 37 
Jumlah SILPA lahun anggaran sebelumnya setelah Rp 
perubahan 132214.005.630,37 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah : 
1) Semula Rp 
2) Bertambah/ (berkurang) Rl,l 
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahah 

0,00 
0,00 

Rp 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah : 
1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00 
Jurnlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan setelah perubahan Rp 

d. Penerimaan pinjaman daeran se)umlah : 
1) Semula Rp 
7) Rertambahl (berkurangj Rp 
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah se1eiah perubahan 
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0,00 
0,00 

Rp 

0,00 

0,00 

0.00 
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e. Penerimaan kemboll pcmberian pinjaman sejumlah : 
1) Semula Rp 400.000.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang/ Rp 7.805.549.006,00 
Jumlah Penerimaan kembali pemberian p1njaman Rp 
setelah perubahan 

Penenmaan p1utang daerah sejumlah : 
1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/ (berkurang) '-Rp..__ __ .,....., __ --=o .... o""o_ 
Jumlah Penerimaan plutang daerah selelah perubahan Rp 

8.205.549.00o 00 

0,00 

(3) Pengelua1an sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdirl dali jenis peinbiayaan . 
a . Pernbentukan Dana cadangan sejumlah . 

1) Semula Rp 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 
Jumlah Pernbenlukan dan cadangan setelah perubahan 

0,00 
0,00 

Rp 

b. Penyertean modal (investasi) pernerintah deerah seiumlah : 
1} Semula Rp 6.850,000.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 5.000.000.000,00 
Jumtah Penyertaan modal (inveslasi) pemerintah 

0,00 

daerah setelah perubahan Rp 10.850.000.000,00 

c Pembayar,in pol<ok utang se1umlah : 
1} Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/ (berkurang) '-Rp..__ _____ --=0-'-'.D""D_ 
.lumlah Pemnayar::in pnknk utano !;0tAlah penihahan Rp 0,00 

d. Pernberian pinjaman daerah sejumlah : 
1) Semula Rp 1.480.000.000 00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 2.500.000.000 00 
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 3.960.000.000,00 

Pasal 5 

- Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dan Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lamplran I 

2 . Lampiran 11 

3. Lamplran 111 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

Ringkasan Perubahan APBD; 

Ringl(asan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintaha11 Daerah dan 
Organisasi SKPD; 

Rincian Perubahen APBD menurut Urusan Pcmcrintahan Daerah 
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rekap1lulasi Perubahan Be'anja menurut Urusan Pemenntahan Daerah 
Organisas1 SKPD. Program dan K.eoiatan; 

Rekapllulasl Perubahan BelanJa Daerah untuk keselarasan dan Keierpaduan 
Urusan Pemenntahan Daerah dan Fungsi Dalarn Kerangka Penge:olaan 
Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Pcrubahan Jumlah Pcgawal Per Golongan dan Per Jabatan; 
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7. lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di1etapkan der gan 
pcraturan daerah 

8. Lampiran VII I Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran in1; 

9 l ampIran IX □attar Pinjaman Daerah dan Obligas1 Daerah. 

Pasal 6 

Bupa1i menetaol<an Pera1uran tentang perubahan penJabaran anggaran pendapatan dan belanja 
l.lae1ah sebagai landasan operasional pelaksan.:ian 

Pasal7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan 

Agar setiap orang mengelahuinyi:I. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempaiannya dalarn Lembaran Daerah. 

Diur dangkan di Purwokerto 
Pada tanggal.i1 . I.. AU.G. 2009 

SEKRETARIS D/\ERAH KABUPATEN 
BANYUMAS 

-
M ISKANDAR ARIFIN, SKM, MSc 

Ditetapkan di 7f l 'fokerto 
Pada tanggal .... .~UG . .2009 
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